
 

 

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR    8    TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN  

KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administratif pengelolaan dana  

pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 

Sampang, perlu memberikan Petunjuk Teknis Pemberian 

BantuanKeuangan  Biaya Pemilihan kepada Desa dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada     

huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian   

Bantuan  Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015   tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5657); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4826); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015     

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2016  Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016Nomor7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12); 

15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sampang; 

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  

Nomor 1 Tahun 2015  tentang Pedoman Pencalonan,  

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 

Kepala Desa, sebagaimana diubah denganPeraturan Bupati 

Sampang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  

Nomor 1Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,  Pemilihan, 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;  

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 72  Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang; 

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten 

Sampang; 
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19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 

Anggaran 2017. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA 

DESAYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG. 

 

Pasal 1 

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan 

Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Pasal 2 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak untuk membantu 

kelangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas bantuan keuangan biaya Pemilihan 

Kepala Desa; 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hanya diberikan 

kepada desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 

 

Pasal 4 

Penentuan jumlah bantuan keuangan untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum terakhir yang berasal dari Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Sampang; 

b. jumlah dusun yang ada di desa; 

c. panitia pemilihan yang berjumlah ganjil dan paling banyak 21 (dua puluh satu) 

orang. 
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Pasal 5 

(1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, diserahkan kepada Pemerintah Desa selaku penerima bantuan; 

(2) Rincian obyek pengadaan sarana dan prasarna, mekanisme pencairan,serta 

penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

(3) Selain rincian obyek pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), harus sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Barang 

Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017. 

 

Pasal 6 

Pencairan bantuan keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 

oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sampang,  sesuai rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

Pasal 7 

Pencairan bantuan keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat setempat; 

b. Peraturan Desa tentang APBDes; 

c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari P2KD; 

d. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD); 

e. Jadwal kegiatan tahapan pelaksaan pemilihan Kepala Desa; 

f. Pakta Integritas yang ditandatanganioleh Kepala Desa mengetahui Camat 

setempat; 

g. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala 

Desa(P2KD) dan mengetahui Kepala Desa. 

 

Pasal 8 

(1) Bantuan Keuangan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikirim ke 

Pemerintah Desa melalui rekening  Bendahara Desa; 

(2) Bendahara Desa menyerahkan Dana bantuan tersebut pada ayat (1) kepada 

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). 
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Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.  

 

Ditetapkan di : Sampang 

pada tanggal   : 10  Februari 2017 

 

BUPATI  SAMPANG, 

ttd 

             H. A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di   : Sampang  

Pada tanggal   :  10 Februari  2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

ttd 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


